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P Bagian di lingkungan internal Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah
i Sumatera Barat.
Kinerja Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat diukur
atas dasar Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian

tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Biro
Administrasi Pimpinan Tahun 2021.

Secara umum, capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan, meskipun, beberapa sasaran belum menunjukkan capaian sesuai target, karena
keberhasilan pencapaian sasaran sangat dipengaruhi oleh komitmen, keterlibatan dan
dukungan aktif seg'enap komponen aparatur daerah, masyarakat, dunia usaha, dan v/
society sebagai bagian integral yang saling menopang dan tidak terpisahkan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang disampaikan melalui Laporan Kinerja

“Biro Administrasi Pimpinan Tahun 2021 ini diharapkan dapat terjadi optimalisasi dan
katan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas kinerja seluruh pejabat dan pelaksana di

\gan intemnal Biro Administrasi Pimpinan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat

) ,'nerja Biro Administrasi Pimpinan dalam mewujudkan Good Government dan
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Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerint
~ Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP merupakan salah satu bentuk implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mendorong tata kelola
pemerintahan yang baik dengan mendorong terwujudnya kepemerintahan yang
baik, terpercaya serta berorientasi pada hasil (result oriented government).
Sehubungan dengan itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, diintegrasikan ke
dalam sistem penganggaran dan pelaporan berbasis  kinerja sehingga
penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara

berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme.

Sebagai  perwujudan  pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Administrasi
Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021,
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dan misi

" TPe_nyusunan Laporan Kinerja ini, diantaranya yaitu memt
a yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta

“seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel

I.3. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-urdang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
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; Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporai
g xK||1'€f]B, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; : '
P 9 peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan
Penganggaran Terpadu;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2916 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
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17 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Rencang
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

I.4. Gambaran Umum Biro Administrasi Pimpinan

Biro Administrasi Pimpinan merupakan satu dari 9 (sembilan) Birg pada
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok Dan
Fungsi Sekretanat Daerah Provinsi Sumatera Barat memuat struktur dan Rincian
Tugas Pokok dan fungsi Biro-Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi

Sumatera Barat.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2020
tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
memuat struktur dan Rincian Tugas Pokok dan fungsi Biro-Biro di lingkungan
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, bahwa Biro Administrasi Pimpinan
merupakan unsur staf Sekretariat Daerah dalam menunjang tugas-tugas Asisten
Administrasi Administrasi Pimpinan yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro‘ yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui

Asisten Administrasi Administrasi Pimpinan.

Satuan Organisasi Tata Kera Biro Administrasi Pimpinan dibentuk
berdasarkan, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dan ini juga didukung oleh Peraturan Gubernur
Sumatera Barat 75 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat
Daerah Provinsi Sumatera Barat memuat struktur dan Rincian Tugas Pokok dan
fungsi Biro-Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam melaksanakan tugas
penyusunan penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian
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¢ Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

naan tuga s
pelaksa bidang Organisasi, Administrasi Pimpinan dan Administrasi

kebijakan daerah di

pimpinan.
Dalam menyelenggarakan  tugas pokok, Biro Administasi Pimpinan

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan daerah di bidang Organisasi;
pelaksanaan kebijakan di bidang Administrasi Pimpinan dan Administrasi

Pimpinan;
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Organisasi;
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Organisasi;
penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Administrasi
Pimpinan dan Administrasi Pimpinan;

penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan Aparatur Sipil Negara

(ASN) pada instansi daerah; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oieh Sekretaris Daerah di bidang

Organisasi, Administrasi Pimpinan dan Administrasi Pimpinan yang berkaitan

dengan tugasnya.
Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang membawahi tiga Bagian dan sembilan Sub-
Bagian sebagai berikut:
1. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh
seorang Kepala Bagian yang membawahi 3 Sub-Bagian yaitu Fasilitasi

Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha.

2. Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan yang dipimpin oleh seorang Kepala
Bagian yang membawahi 3 Sub-Bagian yaitu Analisa dan Penyiapan Materi
Pimpinan, Komunikasi Pimpinan dan Publikasi dan Dokumentasi Pimpinan.

i 2
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Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah memp!
aksanaan pemant:

~ melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pel
dan evaluasi di bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata U‘sa
mempunyai fungsi

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah
sebagai berikut:

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Fasilitasi Perencanaan
dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha;

b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Fasilitasi

Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha; dan

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi

Pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah, membawahi :
a. Sub Bagian Fasilitasi Perencanaan dan Pelaporan;
b. Sub Bagian Kepegawaian;dan

c. Sub Ba‘gian Tata Usaha.

1.5.2 BAGIAN MATERI DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas
J]a_kan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan pema
jalyasi di bidang Anahsa dan Penylapan Maten lepman |

Dipindai dengan CamScanner



n bahan pelaksanaan pemantauan:
apan  Materi  Pimpinan, comunikasi

s
A

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro "»-f{'-'j &

Pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan, membawahi :
a. Sub Bagian Analisa dan Penyiapan Materi Pimpinan;
b. Sub Bagian Komunikasi Pimpinan;dan

c. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi Pimpinan.

1.5.3 BAGIAN PROTOKOL

Bagian Protokol mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan
pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Acara,
Tamu dan Hubungan Keprotokolan. Bagian Protokol memiliki fungsi sebagai berikut:

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Acara, Tamu dan

Hubungan Keprotokolan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Acara,

Tamu dan Hubungan Keprotokolan; dan

c. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi anpman

yang berkaitan dengan tugasnya. e

Bagian Protokol, membawahi :

<
O

Dipindai dengan CamScanner



ol

ngan 30 orang staf sbb :

: 1. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian 08f OmﬁQ}"ﬂ
a. Kepala Sub Bagian Fasilitasi Perencanaan - 10rang f',_ E
dan Pelaporan I
b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian : 1 orang
c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha : 1 Orang
d. Staf : 12 Orang
. 1 orang

II. Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan

a. Kepala Sub Bagian Analisa dan Penyiapan : 1 Orang
Materi Pimpinan

b. Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan 1 orang

c. Kepala Sub Bagian Publikasi dan : 1 Orang

Dokumentasi Pimpinan
d. Staf : 8 Orang

III. Bagian Protokol : 1 orang
a. Kepala Sub Bagian Acara : 10rang
b. Kepala Sub Bagian Tamu : 10rang

c. Kepala Sub Bagian Hubungan Keprotokolan : 1 Orang
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Tabel 1.6.1

Aparatur Biro Administrasi Pimpinan Berdasarkan Kualifikasi
Penmdlkan

Tabel 1.6.2

Aparatur Biro Administrasi Pimpinan Berdasarkan Golongan Pangkat
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Aral Derasc da DE al

L DEzeh 1 Provir 1si Sumate ra Barat. Jum
BlrovAdmlmstrasn Pimpinan dapat dilihat pada tabej

,,,,,

. - Tabel 1.6.3 Rekapitulasi Aset Biro Administrasi lepl
ﬁo :‘ Nama Baran Jumiah | 220 Jun;__,?_,‘
' 9 Barang (Rp)
Golongan PERALATAN DAN MESIN : -
1 Alat — alat besar G
—
1 | Kontruksi Baliho (5x10 M) dan (4x6 M) 8 unit 367.410.000,00 ,”
2 | Kontruksi Baliho (6x4 M) 4 unit 154.000.000,00 |
11 Alat-alat angkutan darat bermotor
1 | Kendaraan Dinas operasiona. roda 4 6 unit : 1.746.364.760,00
2 | Kendaraan Dinas operasional roda 2 1 unit 14.171.250,00
III Alat —alat kantor
1 | Scanner 1 unit 3.316.500,00 |
2 | mesin ketik 1 unit 37450000 |
| e
: 2 | filing-cabnet 6 unit 13.-'-500;;‘-7"
| _ 1 unit | 393‘*[: )
A I : == ;:'?r‘; :J 'A?. ";P
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378.105.000,00 |

Al

e £ L
“. Alat studio dan alat komunikasi .
’ it = 233.459.600,00

B - -
| . Serambi Informasi Jumpa Pers I , 21.510.000,00
3.350.000,00

~ IND ORI e
LU L L1 L O 1

Dipindai dengan CamScanner



8.128.315.107,- setelahan perubahan dimana anggaran tersebut digunakan untuk

Belanja Langsung yaitu pemenuhan kegiatan pada Biro Administasi Pimpinan.

Tabel 1.7.1 Pagu dan realisasi keuangan Biro Administrasi Pimpinan Tahun 2021 :

No Program/Kegiatan/Sub Anggaran Th 2021 REALISASI
Kegiatan Fisik Rp. %

I Program Penunjang Urusan 8,128,315,107 100.00 7,816,043,362 96,16
Pemerintah Provinsi L

I Kegiatan Perencanaan, 96,291,400 100.00 | 88,861,350 92.28
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah B

i Penyusunan Dokumen 60,085,200 100.00 | 55,175,950 91.83
Perencanaan Perangkat Daerah I

2. Koordinasi dan Penyusunan 36,206,200 100.00 33,685,400 93.04
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD L AN [ S

II Kegiatan Administrasi 126,244,100 100.00 | 120,382,200 95.36
Keuangan Perangkat Daerah B/ =

3. Penyediaan Administrasi 103,425,600 100.00 102,482,700 99.09
Pelaksanaan Tugas ASN 1 I B E—

4, Koordinasi dan Penyusunan 22,818,500 100.00 | 17,899,500 78.44
Laporan Keuangan

= Bulanan/Triwilan/Semester SKPD P |

III Kegiatan Administrasi Barang | 15,600,000 00.00 15,551,813 00,69
Milik Daerah pada Perangkat 1
Daerah ] I T |

5. Pengamanan Barang Milik Daerah | 15,600,000 100.00 15,551,813 99.69

v Kegiatan Administrasi 86,316,300 | 100.00 | 72,658,300 84.18
Kepegawaian Perangkat |
Daerah 2=

6. Pendataan dan Pengolahan 82,472,300 100.00 69,615,200 84.45
Administrasi Kepegawaian !

7. Bimbingan Teknis Implementasi 3,844,000 100.00 3,007,100 78.23
Peraturan Perundang-Undangan

v Kegiatan Administrasi 1,030,791,340 100.00 | 1,020,820,936 99.03
Administrasi Pimpinan
Perangkat Daerah

8. Penyediaan Peralatan dan 218,708,500 100.00 217,016,787 99.23
Perlengkapan Kantor

9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 112,272,500 100.00 112,222,400 99.96

10. Penyediaan Barang Cetakan dan 32,760,500 100.00 32,760,000 100.00
Penggadaan

14 Penyediaan Bahan Bacaan dan 241,220,000 100.00 241,220,000 100.00
Peraturan
Perundang-Undangan

12 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 425,829,840 100.00 417,601,749 98.07
dan Konsultasi SKPD

VI Kegiatan Pengadaan Barang 44,813,200 100.00 | 44,460,000 99.21
Milik Daerah Penunjang

13|LAKIP BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 2021
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~ [VIT | Kegiatan Penyediaan Jasa 285,011,325
P aﬁﬁg nPemeHntah e
DI h ey
(14 Penyedlaan Jasa Surat Menyurat | 14,510,000 100.00 14, 232:7.70: »
=158 Penyediaan Jasa Komunikasi, 56,816,200 100.00 52,12 « 1

Sumber Daya Air dan Listrik :

16. | Penyediaan Jasa Pelayanan 213,685 100.00 208,580,020
Administrasi Pimpinan Kantor 03

VIII | Kegiatan Pemeliharaan Barang | 252,370.000 100.00 | 234,709,990 93.
Milik Daerah Penunjang .
Urusan Pemerintah Daerah e

17. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 187,620,000 100.00 | 178,579,990 95.18 5
Biaya Pemeliharaan Pajak dan |
Perizinan Kendaraan Dinas ‘
Oprasional atau Lapangan

18. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 64,750,000 100.00 | 56,130,000 86.69
Lainnya '

X Kegiatan Fasilitas Materi dan 2,703,072,275 100.00 2,620,744,270 96.95
Komunikasi Pimpinan 6

19. | Penyiapan Materi Pimpinan 304,623,250 100.00 | 303,293,805 9.5

20. | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 1,611,072,525 100.00 | 1,592,180,937 98.83

21. | Pengelolaan Dokumentasi 787,376,500 100.00 725,269,528 92.11
Pimpinan

X | Kegiatan Fasilitasi 3,487,805,167 100.00 | 3,322,914,463 $5.27
Keprotokolan

'22. | Fasilitasi dan Koordinasi 815,010,967 100.00 | 791,690,478 97.14
Pelaksanaan Acara

23. | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala | 2,094,531,000 100.00 | 1,976,575,536 94.37
Daerah dan Wakil Kepala Daerah =

24. | Pengelolaan Hubungan 578,263,200 100.00 554,648,449 95.92
Keprotokolan '

1.8. ISU STRATEGIS

Isu strategis Reformasi

Birokrasi

yaitu memantapkan tata kelola

pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi. Dalam pelaksanaan tugas
pengadministrasian pimpinan, Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Suamtera
Barat memiliki isu-isu strategis yang dapat dipetakan sebagai berikut :

1. Meningkatnya intensitas dan frekuensi kunjungan tamu kepala daerah dan wakil R

kepala daerah

: Dengan dibentuknya Bira Administrasi Pimpinan hal ini membuat
- dari Biro Administrasi Pimpinan berpindah ke Biro Administrasi

Dipindai dengan CamScanner
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‘.kepala daerah sehlngga kepala daerah i

ncanakan pembangunan Sumatera Barat lima tahun kedepan. Peme

. Kelembagaan sekretariat daerah belum sinkron dengan proses penyusuna|
perencanaan dan penganggaran lingkup Sekretariat Daerah

Dalam hal pembentukan kelembagaan sekretariat daerah masih belum ankrm
dalam menyusun perencanaan dan penganggaran sehingga hal ini ;;.;

mengakibatkan tidak sinkronnya proses perencanaan dan penganggaran di
lingkup secretariat daerah termasuk Biro Administrasi Pimpinan.

. Rencana implementasi penyederhanaan birokrasi

Rencana penyederhanaan birokrasi membuat beberapa OPD merasa
penyederhanaan ini menghilangkan tugas dan fungsi dari OPD tersebut yang
berdampak kepada penganggaran kegiatan pada OPD tersebut sedangkan darl
sudut pandang lain penyederhanaan ini merupakan salah satu cara untuk

melakukan efesiensi dalam penggunaan anggaran dan juga menghindari :», '

'tugas dan fungsi dari OPD.

Dipindai dengan CamScanner
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L tn f:'nd komumkasu publlk metode pelayanan pimpinan dan kebuakanw
percepatan pembangunan.

1.9.1 Tantangan yang dihadapi antara lain ;

1. Peralihan minat publik dari media massa ke penggunaan media teknologi dalam g
mengakses informasi pemerintah daerah menjadi tantangan biro administrasi
pimpinan dalam :

a. penyebarluasan informasi kegiatan kekomunikasin pimpinan kepada public
melalui media cetak, online, elektronik dan medsos

b. menjaga stabilitas informasi kegiatan kekomunikasian pimpinan,

C. membangun citra positif dari pimpinan dalam rangka menumbuhkan
kepercayaan publik terhadap progam dan kegiatan ptmplnan yang telah -
direncakan. B

2. Semakin kaburnya kategori media massa mainstream dengan media sosial yang
kini sama-sama memiliki pengaruh dalam pernbentukan wacana dan opini publik;

. 3. Semakin profesionalnya aparatur biro administrasi pimpinan dalam memberikan
pelayanan pada pimpinan;

4. Semakin profesionalnya aparatur biro administrasi pimpinan dalam memberikan 3 k-
pelayanan terhadap tamu pimpinan; |

5. Pengelolaan semua kegiatan pimpinan yang harus semakin ma;u
: professmnal
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fan Fungsl Biro Admlmstrasi Pimpinan Selretarit Daerah Provin
rat dalam mencapai Tujuan dan Sasaran diantaranya adalah :

a. Adanya Otonomi Daerah yang nyata sebagaimana yang diamanatkén de ﬁu
Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dim

memberi wewenang kepada daerah untuk mengatur daerahnya sendiri deml I'_u_
pencapai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi;

Adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi -
Publik;

Tersedianya sarana informasi dan komunikasi yang cepat dan luas yang dapat
diakses;

Terjalinnya koordinasi dan Kerjasama yang baik dengan unit kerja yang ada
dilingkungan Setda dan SKPD maupun Pemerintah Pusat dan kabupaten/Kota;

Terjalinnya koordinasi dan Kerjasama yang bakk dengan Lembaga Pers dan

penyiaran serta Insan pers sehingga dapat meningkatkan sistim komunikasi dan
Informasi kepada masyarakat;

Sarana Komunikasi dan Transportasi dalam menunjang pelavanan semakin
lancar;

1.10. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN KINERJA

Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut

A. BAB 1 : Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan gambaran Administras
organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar la

|t |
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Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi. Rencana Kmer]a yang ak"ah‘
dicapai Biro Administrasi Pimpinan pada Tahun 2020 terbagi atas Rencana Kinei?j’a*.
Sasaran dan Rencana Kinerja Kegiatan. Rencana Kinerja Sasaran Biro Administrasi :
Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 merupakan
Perjanjian Kinerja antara Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur yang harus dilaksanakan dalam kurun
waktu tersebut. Penetapan Kinerja disesuaikan dengan susunan agenda, prioritas,
sasaran pembangunan pada RPIMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 - 2026.
Ringkasan perjanjian kinerja tahun 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. PERJANJIAN KINERJA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

4
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektlf,ll

: transpauan dan akuntabel, maka dibuatlah Perjanjian Kinerja Biro Humas Sekretaria
__ r Daerah Provinsi Sumatera Barat awal Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner



f.bp?‘t’f’i‘malisasi Materi dan
'Dokumentasi Kegiatan
Pimpinan

Meningkatnya Tata kelola
organisasi

Perencanaan, Penganggaran
Perangkat Daerah dan Evaluasi
 Kine ngkat Daerah

indeks Kepuasan
Stakeholder Terhadap
Layanan Adm
Kepegawaian

Persentase Dokumentasi
Kegiatan Pimpinan dalam
penyelenggaraan
pemerintah daerah

Nilai evaluasi SAKIP

Anggaran (Rp
8.128.315.107

96.291.400
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,. 285.011.325
Urusan Pemerintah Daerah

Pemeliharaan Barang Milik 252.370.000
| Daerah Penunjang Urusan
| Pemerintah Daerah

Fasilitasi Materi dan 2.703.072.275
Komunikasi Pimpinan

| Fasilitasi Keprotokolan 3.487.805.167

8.128.315.107

Dalam hal pencapaian target kinerja yang ditetapkan pada Pe
a maka perlu kegiatan-kegiatan pendukung untuk pelaksanaan
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" umsan Pemerintah
rovinsi

perangkat Daerah dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

— Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah

. Administrasi Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah

. Administrasi Kepegawaian
Perangakt Daerah

. Administrasi Administrasi Pimpinan
Perangkat Daerah

. Pengadaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemenntah
Daerah

| 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
| Pemerintah Daerah

['8.” Pemeliharaan Barang Milik Daerah
nunjang Urusan Pemerintah

.
Ipinan
4- - p—

Peningkatanran'kéﬁliﬁﬁff '
PemberitaanPemerintah 7.
Provinsi Sumatera Barat

Persentase sinkronisasi
perencanaan dan pelaksanaan
kinerja perangkat daerah

Persentase Tertib Administrasi
Keuangan

Persentase Tertib Administrasi
Barang Milik Daerah

Persentase Tertib Administrasi
Kepegawaian Perangkat Daerah

Persentase Tertib Administrasi
Administrasi Pimpinan Perangkat
Daerah

Persentase ketersediaan Barang
Milik Daerah sesuai dengan
perencanaan

Persentase ketersediaan Jasa
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Persentase Barang Milik Daerah
yang berkondisi baik

Dipindai dengan CamScanner



=
:

L AR w’ T
| progiat

istrasi Pimpinan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Provir

10 Kegiatan yaitu : Perencanaan, Penganggaran Perangkat Daerah dan

Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administ

Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangs p ‘

Daerah, Administrasi Administrasi Pimpinan Perangkat Daerah, Pengadaan Baran,g’i'ﬂ-.

Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah, Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan dan Fasilitasi
Keprotokolan dimana masing-masing kegiatan juga mempunyai masing-masing
indikator kinerja untuk pemenuhan target kerja kegiatan tersebut. Dan juga target
ini akan digunakan selama periode Renstra untuk 5 tahun kedepan.
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mempertanggunglawabka" keberhasilan atau kegagalan misi orgar ‘
mencapai  tujuan dan  sasaran  yang telah ditetapkan melalui
pe,tangg._mgjawaban yang dilaksanakan. Dan dalam dunia birokrasi, akunt
instansi_ pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan  keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang,,
bersangkutan.

Sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun
2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dalam rangka
mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud
nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga n'1enunjukkan upaya
pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian 3
sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai'alat ukur :
untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta
tujuan organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi

Dipindai dengan CamScanner
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>55% - 75%
>75% - 85%

>85% - 100%

,; >100%

-
1
(]

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase v@i]f%ﬂ

lkator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk paa angka

‘lan kmer]a yang memuaskan. Angka capalan kinerja terhadap hasil persentase
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Indeks Kepuasan
Stakeholder

Terhadap Layanan
Keprotokolan

Indeks Kepuasan
Stakeholder

Terhadap Layanan
Administrasi

Kepegawaian

Persentase
Dokumentasi

Kegiatan Pimpinan
dalam
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah

Nilai evaluasi SAKIP

70,02 (BB)

81,79%

Dipindai dengan CamScanner



dari target, kemudian untuk Indeks Kepuasan Stak ol
Administrasi Kepegawaian target kinerja nilai 76,65 dengan r

yang indikator terakhir adalah Nilai Evaluasi SAKIP pada Biro Administrasi Pimpinan
dengan target BB dan realiasai untuk tahun 2021 masih 68,10 (B). -

C. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Biro Administrasi Pimpinan tahur;l 2021

diukur dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sa
yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Biro Administrasi Pimpinan tanu hun

2021 dengan reahsasmya selama tahun 2021.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja SKPD Biro Adm
Pimpinan tahun 2021 sebagaimana tercantum pada tabel III.2, selanjutn '
bab ini disajikan juga evaluasi dan analisis realisasi dan capaian indika ;[@“

Sasaran.
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! Jagaimana tercantum pada tabel benkut

bqu
3

INTERVAL NILAI KINERJA PELT NAN |

iﬁ 2500 - 64,99

65,00 - 76,60

76,61 - 88,30

Dipindai dengan CamScanner
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saian target Lﬂﬂ@iﬂr "“b sasaran

f
4 N
1

embaga Non Pemerintahan Yang membutuhkan pelayanan kepr@t@k o “~ __
perupa MC dan juga melalui tamu-tamu plmplnan yang dating |

# ,Kemudlan kuisoner tersebut diolah dan dilakukan penghitungan sesu_, 1gan
' arahan dari Permenpan Nomor 14 Tahun 2017.

b. Metodologi Perhitungan

Penentuan Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap layanan Keprotokolan

ditentukan dengan menyebarkan kuisoner kepada tamu-tamu pimpinan yang

- melakukan kunjungan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan OPD,
-igertikal, Llembaga non pemerintahan, dan lain-lainnya yang
‘i‘aélayanan keprotokolan kemudian dilakukan penghitungan e

Péﬂnenpan nomor 14 Tahun 2017 sehingga nantinya didapatkan hgsul dari penilaian
kuisoner tersebut.
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ato Wﬁm@@m untuk mengkur
\H\'ﬂ’ﬂjﬂ w @lan ang dimaksud der
pmu-tamu Pr yang kunjungan |

P oYy :
Ke Pemerinta

st dan C .p[;, Lembaga vertikal, Lemhaga non pemerintahan, dar
- embutuhkan pelayanan keprotokolan. Cara pengukuran indel
. _rkan kusionser pada ruangan VIP Bandara In :

sional Minang

-

pengukuran Indeks Kepuasan Stakeholder ini mengguna pe
| uant_:tatlf metode survey, pelaksanaan kegatannya terdiri dari be berapa rahapar
'
| 1 Tahap perencanaan (desainsurvei)
j Survei bertujuan untuk mendapatkan jawaban (variabel deskriptif) dari pertan

~ tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan keprotokolan Biro Administrasi P
Provinsi Sumatera Barat?”. :

unsur survei yar w?" ﬁ”m;o anyaan survei yaitu:
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sifikasi kﬁis'Pelayéﬁa . .

g Perlaku Pelaksana

h) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

i) Sarana dan Prasarana

Tahap Persiapan
Hal-hal yang perlu disiapkan diantaranya adalah: I'
a) Organisasi survei. Tim survei adalah tim survej internal Biro Aq istrasi Pimn
b) Jadwal survei: survei dilaksanakan dari bulan juni sampai denga @“
c) Materi survei. alat pengumpul data telah dipersiapkan berupa ou:;;,f

. Pelaksanaan Lapangan

Pelaksanaan survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada b;ﬁfﬂ [ayanar
di VIP Room Bandaran Internasional Minangkabau dan juga dari OPD, Lembag
Lembaga non pemerintahan, dan lain-lainnya yang membutuhkan layanan keprotok

4. Pengolahan Data
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pada Kemampuan Petugas Pelayanan (Kemampuan Petugas Pelayanan untuk
memberikan pelayanan keprotokolan) pada Biro Administrasi Pimpinan dengan nilai
ata-rata per unsur adalah 3.287 yaitu baik. Kemudian dikuti dengan Kewajaran
biaya pelayanan (kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah
ditetapkan) pada Biro Administrasi Pimpinan dengan nilai rata-rata per unsur adalah
3.120.

Biro Administrasi Pimpinan mengalami perubahan nomenklatru dari Biro
Humas menjadi Biro Administrasi Pimpinan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor
75 Tahun 2020 sehingga tugas dan fungsi dari Biro Administrasi Pimpinan juga
mengalami perubahan dimana hal ini juga disesuaikan dengan Renstra yang sudah
disusun oleh Biro Administrasi Pimpinan untuk 5 tahun kedepan yaitu menjadi
Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Keprotokolan, Indeks Kepuasan
Stakeholder terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian dan Persentase

Dokumentasi Kegiatan Pimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2020
dengan Tahun 2021

Pada bagian ini tidak dapat dijelaskan perbandingan realisasi kinerja dan
capaian tahun 2020 dengan tahun 2021 dikarenakan Biro Administrasi Pimpinan
terjadi perubahan nomenklatur dari Biro Humas menjadi Biro Administrasi Pimpinan
sesuai dengan Pergub Nomor 74 Tahun 202G sehingganya penjelasan untuk realisasi
ini tidak dapat dijelaskan dengan rinci dikarenakan adanya perubahan sasaran
strategis dari Biro Administrasi Pimpinan menjadi 4 (empat) sasaran strategis yang
semula hanya 3 (tiga) sasaran strategis.

c. Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2021 dengan target jangka

menengah pada dokumen Renstra

Target untuk indikator ini pada tahun 2021 (tahun pertama) di dalam

dokumen Renstra Biro Administrasi Pimpinan 2021 — 2026 adalah dengan nilai 76,65,

i 2
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Dalam pencapaian target inidkator ini

Ssangat diharapk:

ran ini dapat tercapai dengan nilaj yang sangat |
"_ya kegiatan pimpinan dan Pemerintah Provinsi
enyeb abkan semakin banyaknya permintaan

layanan keprotnkolan»

d. Realisasi kinerja Tahun 2021 dengan standar naslonal

n
i

Menglngat tidak adanya target nasional untuk pencapaian sa ,au@m

S
G\r

Sional tidak

| Pimpinan yang
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Dukungan sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk melaksanakan
kegiatan keprotkolan

Adanya dukungan dari semua bagian dalam memberikan layanan keprotokolan

terhadap tamu pimpinan dan pihak-pihak lainnya yang membutuhkan layanan
keprotokolan.

ASN  Biro Administrasi Pimpinan yang cepat dalam memberikan layanan
keporokotolan kepada stakeholder terkait.

ASN Biro Administrasi Pimpinan khususnya bagian keprotokolan yang selalu
melakukan koordiansi dengan semua stakeholder sehingga informasi yang
diberikan selalu cepat dan tepat sasaran dan tidak bertele-tele.

8. Adanya rekapitulasi data kegiatan yang membutuhkan layanan keprotokolan
pada sub bagian acara dan sub bagian tamu pimpinan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator
ini sebanyak 1 program vyaitu Program Penunjang Urusan Pemrintah Daerah Provinsi
dengan 1 kegiatan yaitu Fasilitasi Keprotokolan pada sub kegiatan Fasilitasi dan
Koordinasi Pelaskanaan Acara, Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah dan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan. Sub kegiatan ini sudah
tepat sehingga dapat mencapai target indikator kinerja yang bersangkutan, namun
dalam rangka peningkatan capaian kinerja masih tetap diperlukan kegiatan lain
sebagai pendukung untuk mencapai target indikator kinerja dimaksud.

II. Meningkatnya Kualitas Felayanan Administrasi Kepegawaian
Sekretariat Daerah

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian
sasaran strategis ini terdiri dari 1 indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja
sebagaimana tercantum pada tabel berikut:
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| Indeks Kepuasan Stakehoider
Terhadap Layanan Administrasi
Kepegawaian

Dari tabel diatas dapat dilihat, capaian mdukator kinerja sasaran strateg ni
adalah sebesar 100,61% dengan kategori memuaskan berdasarkan tabel III.1.
Pencapaian Indeks Kepuasan  Stakeholder Terhadap Layanan Administrasi ; 3
Kepegawaian mengalami peningkatan dari target yang telah ditetapkan yaitu dari J}
target nilai 76,65 dengan realisasi nilai diangka 77,12 di tahun 2021 ini dan capaian ¥

ini dikategorikan kedalam capaian yang baik sesuai dengan Permenpan 14 Tahun
2017 dengan rincian sebagai berikut

INTERVAL NILAI
25,00 - 64,99
65,00 - 76,60

76,61 - 88,30

ﬁTE serta (:}ﬂﬂwh‘:! dari Indil

‘E’VQ{"IT\A Ja JIE”FH IUV’ ﬂf’bﬂr_ﬁm‘hﬁ%ﬁr C"L@ jpﬂ]rﬁ:rﬂdul
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1. Realisasi

a. Sumber Data

Data bersumber dari data Primer yaitu penyebaran kuisoner dimana terdapat

pada dua sub bagian yaitu : Syp Bagian Kepegawaian kuisoner disebar kepada

stakeholder yaitu ASN Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
membutuhkan pelayanan administrasi kepegawaian. Banyakanya kuisoner yang
disebar dari Sub Kepegawaian Yaitu 473 kuisoner yang kemudian kuisoner tersebut

diolah dan dilakukan penghitungan sesyai dengan arahan dari Permenpan Nomor 14
Tahun 2017.

b. Metodologi Perhitungan

Penentuan Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap layanan Administrasi

Kepegawaian ditentukan dengan menyebarkan kuisoner kepada ASN Lingkup

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang membutuhkan pelayanan

administrasi  kepegawaian kemudian dilakukan penghitungan sesuai dengan

Permenpan nomor 14 Tahun 2017 sehingga nantinya didapatkan hasil dari penilaian
kuisoner tersebut.

2. Analisis Capaian Kinerja

a. Realisasi Indikator pada Sasaran 2 : Indeks Kepuasan Stakeholder
Terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian

Pada bagian ini dijelaskan target dari Indeks Kepuasan Stakeholder Terhadap
Layanan Administrasi Kepegawaian untuk tahun 2021 pada Biro Administrasi
Pimpinan yaitu dengan nilai 76,65 sedangkan realisasinya sebanyak 77,12 dengan
Capaian 100,61%. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan dari
stakeholder yaitu ASN lingkup Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera
Barat yang membutuhkan pelayanan administrasi kepegawaian. Cara pengukuran
indeks ini dengan menyebarkan kusionser pada seluruh ASN lingkup Sekretariat
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K “Tahap perencanaan (desainsurvei)

Survey bertujuan untuk mendapatkan jawaban (variabel deskriptf dari pertanyaan: ®
tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan administrasi  kepegawaian
Sekretariat Daerah pada Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Sumatera Barat?”.

Populasi adalah ASN Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dllayani"-
oleh Biro Administrasi Pimpinan dengan pengambilan sampel sesuai petunjuk Peraturan
Menteri Pendayaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 menggunakan teknik
pengambilan Morgan and Krejcie. Ditetapkan kuota sampel berjumlah 4B3orang. Sampel diambil

pada setiap ASN yang melakukan pengurusan administrasi kepegawaian pada Biro Administrasi
Pimpinan. Penyusunan instrumen berupa kuesioner dilakukan dengan mempedomani ruang
lingkup survei sepertiyang diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedomen Penyusunan Survei Kepuasan Masyarskat Unit Penyelenggaraan Pelayanan

Publik.
- Ada 9 unsur survei yang dijadikan pertanyaan survei yaitu:
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g perlu disiapkan diantaranya adalah:

a) fif;'h@r;;mf@:j‘n@:@iﬁy@iﬁmw- a Mmjmgm@jmm

nal Biro Adminis

,ab in pnua,,sam fo engan desember 202

irvei: alat pengumpul data telah dipersiapkan berupa ﬂ esioner

_." ‘3. Pelaksanaan Lapangan

Pelaksanaan survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pengguna layanan |

berupa ASN lingkup Sekretariat Daerah yang membutuhkan layanan
kepegawaian.

Pengolahan Data

Setelah proses pengumpulan data melalui angket/kuesioner, maka data kuantitaif perlundl h
dengan statistik deskriptif. Data dikelompokan dan ditabulasikan agar dapat disajikan
tabel, grafik atau diagram.

. Penyajian dan Analisis

Andlisis dilakukan dengan statistik deskriptif, yaitu dengan cara menyajikan data
tabel. Data yang telah diolah ke dalam tabulasi dijumlahkian dan sel
- menggunakan rumus sesuai Permenpan RB Nomor 14 Tahun2017.
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Kepegawaian :

Tabel III.6 Nilai IKM Berdasarkan Unsur Pelayanan Pada Biro Adn

Pimpinan Khususnya Pelayanan Kepegawaian

Unsur Pelayanan N IKM_ ol
Dikonversi Pelayanan

Persyaratan Pelayanan

Prosedur Pelayanan

Kecepatan Pelayanan

Kewajaran Biaya Pelayanan

Kesesuai Layanan dengan

Dipindai dengan CamScanner



U9 | Penangan Pengaduan 3.050 0.335 8.375 e

Jumlah Nilai 28.0444 3.0848 77.12 Baik

Sumber :Diolah dari kuisioner

Tabel Nilai IKM berdasarkan unsur pelayanan untuk Layanan Kepegawaian
pada Biro Administrasi Pimpinan menjelaskan bahwa unsur pelayanan yang ada
menunjukan - kualitas - pelayanannya yang baik, karena unsur-unsur tersebut
mempunyai jumiah nilai 77.12 dan unsur yang mempunyai nilai paling tinggi adalah
pada Kewajaran Biaya Pelayanan (Biaya Pelayanan untuk pengurusan Administrasi
Kepegawaian Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak dipungut
biaya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Menpan) dengan nilai
rata-rata per unsur adalah 3.289 yaitu baik. Kemudian diikuti dengan Kemampuan
Petugas Pelayanan (Kemapuan yang dimiliki oieh petugas pelayanan untuk layanan

administrasi kepegawaian lingkup setda sudah baik) dengan nilai rata-rata per unsur
adalah 3.262 yang sudah dikatakan baik.

Biro Administrasi Pimpinan mengalami perubahan nomenklatur dari Biro
Humas menjadi Biro Administrasi Pimpinan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor
/5 Tahun 2020 sehingga tugas dan fungsi dari Biro Administrasi Pimpinan juga
mengalami perubahan dimana hal ini juga disesuaikan dengan Renstra yang sudah
disusun oleh Biro Administrasi Pimpinan untuk 5 tahun kedepan yaitu menjadi
Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Keprotokolan, Indeks Kepuasan
Stakeholder terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian dan Persentase
Dokumentasi Kegiatan Pimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2020
dengan Tahun 2021

Pada bagian ini juga sama tidak dapat dijelaskan perbandingan realisasi
kinerja dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2021 dikarenakan Biro Administrasi

Pimpinan terjadi perubahan nomenklatur dari Biro Humas menjadi Biro Administrasi
2 |LAKIP BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 2021
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Pimpinan sesuai dengan Pergub Nomor 74 Tahun 2020 sehingganya penjelasan
untuk realisasi ini tidak dapat dijelaskan dengan rinci dikarenakan adanya perubahan
sasaran strategis dari Biro Administrasi Pimpinan menjadi 4 (empat) sasaran
strategis yang semula hanya 3 (tiga) sasaran strategis.

c¢. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka
Menengah pada Dokumen Renstra

Target untuk indikator ini pada tahun 2021 (tahun pertama) di dalam
dokumen Renstra Biro Administrasi Pimpinan 2021 — 2026 adalah dengan nilai 76,65,
terealisasi dengan nilai diatasnya yaitu niali 77,12. Maka target tahun pertama pada
Renstra 2021 - 2026 untuk indikator terpenuhi atau tercapai target. Sedangkan
untuk masa periode Renstra Biro Administrasi Pimpinan yaitu untuk periode lima
tahun ke depan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 mempunyai target
yaitu: dengan nilai 76,65 sampai dengan 86,75. Pencapaian yang telah dicapai oleh
Biro Administrasi Pimpinan untuk awal tahun renstra ini yaitu dengan niali 77,12
sehingga untuk lima tahun kedepan bisa ditargetkan melebihi dari nilai 86,75 dengan
kategori “baik”.

Dalam pencapaian target inidkator ini sangat diharapkan dukungan baik dari
segi penambahan Sumber Daya Manusia maupun pendanaan sehingga indikator dari
sasaran ini dapat tercapai dengan nilai yang sangat baik, seiring dengan
meningkatnya kegiatan pimpinan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang
menyebabkan semakin banyaknya permintaan layanan administrasi kepegawaian
dari stakeholder terkait.

d. Realisasi kinerja Tahun 2021 dengan standar nasional

Mengingat tidak adanya target nasional untuk pencapaian sasaran strategis
ini, maka perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021 terhadap target nasional tidak
dapat digambarkan.
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-.si kepegawaian.

3, Adanya dukungan dari semua pihak dalam melakukan penghitungan kuisone
- layanan kepegawaian. B
4 ASN Biro Administrasi Pimpinan khususnya Kasubag W
memiliki standar pelayanan dalam memberikan layanan  adiifis

kepegawaian lingkup setda.
5. Sarana dan prasarana yang mendukung untuk memfasilitasi peldtsa‘iﬂﬂi'I

kegiatan layanan administrasi kepegawaian lingkup setda.
6. Adanya rekapitulasi data-data ASN lingkup setda sehingga lebih membanw

~ dalam hal pelayanan administrasi kepegawaian setda.
- 7. ASN Biro Administrasi Pimpinan khususnya sub bagian kepegawaian yang selalu
e melakukan koordiansi dengan BKD dan BKN sehingga informasi yang diberikan '
Iu oepat dan tepat sasaran dan tidak bertele-tele. oo

:

| pmgram/kegialan yang menunjang keberhasilan
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sebagaimana tercantum pada tabe| berikyt-

Tabel 111.7 .

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis I

INDIKATOR KINERJA TARGET - REALISASI %
SRS CAPAIAN
‘persentase Dokumentasi Kegiatan |  ggop - |
pimpinan dalam Penyelenggaraan ’ | 81,79 % 106,25 %
pemerintah Daerah L ‘
s = l

Dari tabel diatas dapat dilihat, capaian indikator kinerja sasaran strategis inj

adalah sebesar 106,25%, dimana capaian ini dikategorikan kedalam capaian yang

sangat baik. Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis ini serta
analisa dari Indikator Kinerja Utamanya, akan diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi

a. Sumber Data

Data bersumber dari data primer yaitu semua jadwal kegiatan pimpinan yang
sudah tersusun dan terdata dari bulan juni sampai dengan desember 2021 (sesuai
dengan nomenklatur Biro Administrasi Pimpinan) sedangkan dari bulan januari
Sampai dengan mei masih menggunakan target renstra biro humas sehingga data
yang bisa sinkron dengan target ini adalah mulai juni sampai dengan desember
2021. Dimana data ini diperoleh dari seluruh kegiatan Gubernur, Wagub, Sekda serta
yang mendampingi pimpinan dalam menjalankan Pemerintah Provinsi Sumatera
Barat, semakin banyak kegiatan pimpinan pada penyelenggaraan pemerintah,
seMmakin tinggi pula pengetahuan, kepercayaan dan dukungan masyarakat maupun

Stakeholder terkait terhadap kinerja pemerintah. ;
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b. Metodologi Perhitungan

2. Analisis Capaian Kinerja

a. Realisasi kinerja dan Capaian kinerja Tahun 2021

Tahun 2021 merupakan awal dari pergantian nomenklatur yan terjadi dari
Biro Administrasi Pimpinan yang semula bernama Biro Humas berdasarkan Pergub

Nomor 74 Tahun 2020 berganti menjadi Biro Administrasi  Pimpinan sehingga

mengalami perubahan tugas dan fungsi dari Biro tersebut. Hal ini tentu juga
berpengaruh terhadap sasaran strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2021

yang merupakan sasaran strategis yang baru dan tidak bisa dibandingkan dengan
tahun sebelumnya yaitu tahun 2020.

Berdasarkan Tabel III.7 maka dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja untuk
sasaran strategis ini adalah Persentase Dokumentasi Kegiatan Pimpinan dalam
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan realisasi untuk target ini yaitu sudah
terealisasi sebanyak 81,79% yang juga sudah dapat melebih target yaitu dari 80%.
Pencapaian target ini juga tentu merupakan kerjasama dari seluruh ASN Biro
Administrasi Pimpinan khususnya Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan yang telah
berusaha untuk memenuhi semua pengdokumentasian dari seluruh kegiatan
Pimpinan untuk menjalan pemerintahan provinsi sumatera barat. Dokumentasi ini
dieroleh dari data release kegiatan pimpinan, foto-foto kegiatan pimpinan dan
Video-vido seluruh kegiatan pimpinan dari bulan juni sampai dengan desember 2(-)?.2..
Berdasarkan data yang sudah dikumpulkan pada bagian materi dan komenkas

Pimpinan didapat data sebagai berikut :

TRAS AN 2021
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fatan Pokumentasi Pimpinan Juni s/d Desembel

M UTRITO 20791
N VIDIO 2021
‘

J DA (

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahu
dengan Tahun 2021

Pada bagian ini juga sama tidak dapat dijelaskan perbandlngan;_}

strategis dari Biro Administrasi Pimpinan menjadi 4
IS yang semula hanya 3 (tiga) sasaran strategis.
ndingan Realisasi kinerja Tahun 2021 dengan tar
\gah pada dokumen Renstra

-
=

ini pada tahun 2021 (tahun perta

|

Renstra Biro Administrasi Pimpinan 2021 — 2026 adak

7 R R L Ve 7 < _— W rmsnni ol iy 1 ] 118
Nanvak R1 79 maercan Kemiuidian tara n
I ah L [
fl "[. | |

Dipindai dengan CamScanner



\":—-ﬁ’:r

f uterc;apal Sedangkan untuk masa penode Renstra Biro
untuk periode lima tahun ke depan dari tahun 2021

pimpinan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang menyebabkan sev
banyaknya kegiatan pimpinan yang akan didokumetasikan.

d. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021 dengan standar n: ;l onal
Mengingat tidak adanya target nasional untuk pencapaian sasaran w.fd‘-fa'

ini, maka perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021 terhadap target nasional t
dapat digambarkan. .

e. Analisis penyebab keberhasilan kinerja yang telah dilakukan
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4. Aparatur Biro Administrasi Pimpinan yang cepat tanggap dalam menyikapi
semua informasi dan isu-isu yang beredar baik dilingkup pemerintah sendiri dan
diluar pemerintahan.

5. Koordinasi dengan stakeholder terkait mengenai kegiatan pimpinan terlaksana
dengan baik.

6. Meningkatkanya koordinasi dengan stakeholder terkait dan juga media massa

untuk meredam informasi-informasi  negatif yang beredar di kalangan

masyarakat.
f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator
ini sebanyak 1 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Provinsi satu kegiatan yaitu Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan serta dengan
tiga sub kegiatan yang medukung yaitu Penyiapan Materi Pimpinan, Fasilitasi
Komunikasi Pimpinan dan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan. Ketiga Sub kegiatan
tersebut sudah tepat dan saling bersinergi dalam rangka pencapaian target indikator
kinerja yang bersangkutan, namun dalam rangka peningkatan capaian kinerja masih
tetap diperlukan kegiatan lain sebagai pendukung untuk mencapai target indikator
kinerja dimaksud.

IV. Tercapainya Indikator Sasaran Strategis Akuntabilitas Kinerja

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian
sasaran strategis ini yaitu merupakan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh
Instansi terkait, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

»

| NAN 2021
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‘ 5 @TOR KINERJA TARGET REALISASI | ..o

~ il evaluasi SAKIP 70,02 (BB) 68,10 (BB)

pari tabel diatas dapat dilihat, capaian indikator kinerja sasaran strategis ini
] Jdalan sebesar 100%. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori

eberhasilan sangat baik. Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis
ini akan diuraixan sebagai berikut :

Realisasi

a. Sumber Data

Data bersumber dari Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Humas
dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 yang sudah dilakukan evaluasi oleh .
Instansi terkait yang berwenang dalam pemberian nilai tersebut. Selain itu dalam
pencapaian sasaran kinerja ini juga didukung oleh data primer dari pemberitaan I-I 28

- b. Metodologi Perhitungan

luasn dilaksanakan dengan melakukan
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: P“a tahun 2019 dan tahun 2079 dimana .target

erikan untuk nilai
asi akuntabilitas kinerja vaity pada

nilai BB pada tah 1 masih belum
erpenuhi oleh Biro Administras; Pimpinan dengan 97 ,25% capaiannya. Pencapaian
|m masih akan terus diperbaiki seiring dengan : apaia

SAKIP Biro Administrasi Pimpinan.
b. Perbandingan realisasi kinerja dan Target kinerja Tahun 2021

Sasaran strategis untuk poin ini adalah Meningkatnya Ta (elo a Organisasi
dengan indikator Nilai Evaluasi SAKIP dengan target nilai 0,02 @“[\
berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh In orat Pemerin:
‘;.PI'OVInSI Sumatera Barat yang didapat niali 68,10 (B) unt

persentase capaian realisasi ini sebesar 97,25%.
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perencanaan Kinerja : Nilai hasil evaluasi terhadap Perencanaan K.inerja set.)esar
. 25,08% dimana perencanaan kinerja sudah baik, perjanjian kinerja telah dibuat
4an telah ditandatangani oleh Gubernur dan kepala Biro, Rencana Aksi belum
sepenuhnya digunakan untuk pengarahan dan pengorganisasian kegiatan dan
perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan PK eselon III dan IV.
pengukuran Kinerja : Nilai hasil evaluasi terhadap Pengukuran Kinerja sebesar
16,18% dimana Indiaktor Kinerja Utaman (IKU) sudah dibuat dan dipublis di
publik, Pengukuran Kinerja sudah dilakukan secara berjenjang namun belum
sepenuhnya memenuhi kriteria, Target Kinerja Eselon III dan IV belum
sepenuhnya  dimonitor  pencapaiannya, Pengukuran  Kinerja  belum
dikembangkan menggunakan teknologi informasi
C. Pelaporan Kinerja : Nialai evaluasi terhadap Pelaporan Kinerja sebear 11,64%
dimana Biro Humas sudah menyusun Laporan Kinerja dan sudah disampaikan
batas waktu yang ditetapkan, Laporan Kinerja sudah menyajikan informasi
mengenai pencapaia IKU, Laporan Kinerja sudah menyajikan perbandingan
antara target dan realisasi tahu berjalan, Pemanfaatan informasi kinerja belum
sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan
program/kegiatan peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.
D. Evaluasi Internal : Nilai hasil evaluasi terhadap evaluasi internal sebeasr 4,08%
dimana Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja belum disupervisi dengan
baik melalui pembahsana yang intensif, Evaluasi kinerja yang dialkukan belum
terdokumentasi secara memadai sehingga belum terlihat pelaksanaan evaluasi,
Evaluasi program telah dilaksanakan namun belum menyimpulkan keberhasilan
atau kegagalan program, dan Pemantauan rencana aksi belum sepenuhnya
dilakukan sehingga belum memberikan alternative perbaikan yang dapat
dilaksanakan.
Pencapaian .Sasaran/Kinerja Organisasi : Nilai hasil evaluasi terhadap
Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi sebesari 11,13% dimana Target Kinerja
Biro Humas dengan 3 sasaran strategis dan 3 indikator sudah mencapai target

dengan rata-rata realisasi sebsar 104,33% dan Biro Humas belum mempunyai
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inovasi be.rbasls. kinerja Yang ditandai dengan belum adanya hasil pengukuran
diakitkan insentif/merit System, .

seluruh sasaran dan indikator
indikator dalam PK, Rencana Aks; belum
N pada Renstra dan PK, PK telah diman

untuk penyusunan PK eselon III dan 1V dan Dokumen Renstra belum direviy
secara berkala.

Renstra menjadi sasaran dan

sepenuhnya mengacu pada sasara faatkan

B. Pengukuran Kinerja : Nilai evaluasi Pengukuran Kinerja dengan nilai 16,15

dimana Biro Humas telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai
ukuran kinerja secara formal, Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III
dan 1V sebagai turunan kinerja atasannya, Pengumpulan data kinerja atas
Rencana Aksi dan reviu terhadap pelaksanaan rencana aksi belum
terdokumentasikan dengan baik, Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor
Pencapaiannya, namun belum sepenuhnya dikaitkan dengan reward and
Punishment dan Pengukuran kinera belum dikembangkan menggunakan
teknologi informasi.

- Pelaporan Kinerja : Nilai evaluasi Pelaporan Kinefja C.Iengan ml:u “1’:',(:: i:;:;: v 7
Laporan Kinerja (LKj) sudah disusun dan disampaikan tepatanggal S
Gubernur Sumatera Barat. Laporan Kinerja disampai@ pada g
2020, Laporan Kinerja sudah menyajikan informasi pencapa —

1 PIMPINA
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Kinerja Biro Humas belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi
penggunaan sumber daya dan Pemanfaatan informasi kinerja belum sepenuhnya
gigunakan untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program atau kegiatan.

. Evaluasi Internal = Nilai evaluasi internal dengan nilai 3,83 dimana Belum ada
pedoman/SOP evaluasi  kinerja internal organisasi, Pelaksanaan evaluasi

akuntabilitas kinerja  belum disupervisi dengan baik melalui pembahasan-

pembahasan yang intensif, Evaluasi kinerja yang dilakukan belum

terdokumentasikan secara memadai dan Evaluasi terhadap program dan
pelaksanaan rencana aksi telah dilakukan namun hasil evaluasi belum

sepenuhnya  dapat memberkan perbaikan perencanaan dan penerapan
manajemen Kinerija.
. Pencapaian  Sasaran/Kinerja  Organisasi : Nilai evaluasi Pencapaian
Sasaran/Kinerja Organisasi dengan nilai 11,33 dimana Pencapaian sasaran
terhadap kinerja yang telah ditetapkan sudah tercapai dengan baik, Capaian
kinerja Biro Humas secara umum lebih baik dari tahun sebelumnya namun belum
signifikan dan Belum ada inovasi untuk membentuk organisasi berbasis kinerja
sehingga belum ada Indikator Kinerja Utama terukur pada setiap jenjang,
dilakukan pengukuran secara berkala tidaklanjutnya berupa insentif/merit

system.
C. Analisis Penyebab Tingkat keberhasilan yang telah dilakukan

Adapun penyebab dari keberhasilan pencapaian ini adalah karena:

dan

l. Adanya keselarasan antara perencanaan dengan ?enganggar;r; i

pelaksanaan kegiatan sehingga kebutuhan dokumen evaluasi untuk SA pa
terpenuhi.

2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang

1
kegiatan yang akan dilaksanakan selama e 2(.)2 isitas antara perencanaan
3. Sarana dan prasaran yang mendukung dalam sinergis! _

dengan penganggaran. ‘ - %2 ‘
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g N kompetensi dari ASN dalam menyusun dan
melaksanakan akuntbilitas kinerja

5. Adanya evaluasi dan rapat-rapat yang dilaksanakan kurun waktu triwulanan

untuk melihat realisasi kegiatan dan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2021.

6. Adanya dukungan dari bagian-bagian untyk melengkapi semua dokumen yang
dibutuhkan dalam penilaian SAKIP Birg Administrasi Pimpinan.

Disamping itu, upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian sasaran ini
adalah :

{. Menyusun dokumen perencanaan yang bersenergi dengan penganggaran

sehingga dapat saling mendukung pelaksanaan kegiatan.

Mensortir semua kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan yang dituangkan
dalam perencanaan dan penganggaran

Meningkatkan kualitas dan kompetensi dari ASN dalam menyusun dan
melaksanakan akuntbilitas kinerja

Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung dalam peningkatan
akuntabilitas kinerja.
Membuat Standar Pelayanan terhadap pelayanan internal Organisasi

Meningkatkan kualitas dan kompetensi pelayanan internal.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator ini
sebanyak 1 program yaitu Program Penunjang Pemerintah Daerah Provinsi dengan
Satu kegiatan yaitu Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah. Sementara kegiatan yang lain juga saling bersinergi dalam rangka
PeNcapaian target indikator kinerja yang bersangkutan, namun dalam rangka
Peningkatan capaian kinerja masih tetap diperlukan kegiatan lain sebagai pendukung

Untuk mencapai target indikator kinerja dimaksud.
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5. REALISASI ANGGARAN

palam rangka menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dan
pemenuhan capaian Sasaran Strategis tahun 2021 Biro Administrasi Pimpinan
cekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tersedia anggaran sebesar Rp. Rp.
8,128,315:107:’- Hingga 31 Desember 2021, anggaran tersebut telah direalisasikan
dengan persentase sebesar 96,16% atau sebesar Rp. 7,816,043,362,-, dimana
dilihat dari persentase pencapaiannya sudah tergolong pada tingkat sangat baik
(>84%). Hal ini tidak terlepas dari perencanaan serta konsistensi aparatur Biro

Administrasi Pimpinan dalam penyelenggaraan anggaran kegiatan.

Tabel 111.10 Realisasi keuangan berdasarkan program/kegiatan/SubKegiataii

No |  Program/Kegiatan/Sub Anggaran Th 2021 REALISASI
- . Keglflta nru e Fisik Rp. %
rogram Penunjang Urusan ,128,315, 7
i_,jjgmj e 47107 100.00 | 7,816,043,362 | 96,16
I | Kegiatan Perencanaan, | 96,291,400 100.00 | 88,861,350 92.28
; Penganggaran, dan Evaluasi |
Kineria Perangkat Daerah | = _Jn
1. Penyusunan Dokumen t 60,085,200 100.00 55,175,950 91.83
Perencanaan Perangkat Daerah | e
2, Koordinasi dan Penyusunan | 36,206,200 100.00 33,685,400 93.04
| Laporan Capaian Kinerja dan
| Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD B 3
II Kegiatan Administrasi 126,244,100 100.00 120,382,200 95.36
Keuangan Perangkat Daerah | L
3. | Penyediaan Administrasi 103,425,600 100.00 102,482,700 99.09
| | Pelaksanaan TugasASN | _— — I N B
4. | Koordinasi dan Penyusunan 22,818,500 100.00 | 17,899,500 78.44
Iéa?oran Keuangan
ulanan/Triwilan/Semester SKPD L P
I | Kegiatan Administrasi Barang | 15,600,000 100.00 | 15,551,813 99:62
;Iilik Daerah pada Perangkat
| Daerah S
15, | Pengamanan Barang Milik Daerah ’@WM% 36193
NV | Kegiatan Administrasi 86,316,300 100.00 | 72,655 '
:;epegawaian Perangkat
| Daerah D T oo
j :?jndataan dan Pengolahan 82,472,300 10000 | 69615200 A
~5— Administrasi Kepegawaian ——~300 | 3,007,100 78.23
.| Bimbingan Teknis Implementasi | 3,844,000 10000 |3
Peraturan Perundang-Undangan !
L_,__—//L’f’_'q
— | /L__—————-— 2
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“Kegiatan Administrasi 1,030,791,340 100.00 | 1,020,820,936 $9.03
Administrasi Pimpinan
perangkat Daerah
T’“’@Eﬁﬁagﬁan Peralatan dan 218,708,500 100.00 217,016,787 99.23
) perlengkapan Kantor
"5, | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 112,272 500 100.00 | 112,222,400 99.96
0. | Penyediaan Barang Cetakan dan 32,760,500 100.00 | 32,760,000 100.00
 Penggadaan _
11, | Penyediaan Bahan Bacaan dan 241,220,000 100.00 241,220,000 100.00
Peraturan
Perundang-Undangan ik
12, | Penyelenggaraan Rapat Koordinas; 425,829,840 1 100.00 | 417,601,749 98.07
dan Konsultasi SKPD i |
VI | Kegiatan Pengadaan Barang | 44,813 200 | 100.00 44,460,000 99.21
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah ‘
13. | Pengadaan Mebel — [44813200  17100,00 | 44,460,000 99,21
VII | Kegiatan Penyediaan Jasa 285,011,325 ' 100.00 | 274,940,040 96.47
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
14. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 14,510,000 | 100.00 114,235,250 98.11
15. | Penyediaan Jasa Komunikasi, 56,816,200 | 100.00 152,124,770 91.74
Sumber Daya Air dan Listik | s
16. | Penyediaan Jasa Pelayanan 213,685 - [100.00 | 208,580,020 97.61
Administrasi Pimpinan Kantor 1 e
VIII | Kegiatan Pemeliharaan Barang | 252,370.000 | 100.00 | 234,709,990 93.00
Milik Daerah Penunjang ‘
Urusan Pemerintah Daerah | | o e
17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 187,620,000 100.00 .178,579,990 95.18
Biaya Pemeliharaan Pajak dan ’ :
Perizinan Kendaraan Dinas | ;
Oprasional atau Lapangan W N ) | f
18. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 64,750,000 | 100.00 | 56,130,000 86.69
Lainnya
IX Kegiatan Fasilitas Materi dan 2,703,072,275 100.00 2,620,744,270 96.95
Komunikasi Pimpinan
19, | Penyiapan Materi Pimpinan 304,623,250 100.00 303,293,805 99.56
1 20. | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 1,611,072,525 100.00 1,592,180,937 98.83
21, Pengelolaan Dokumentasi 787,376,500 100.00 725,269,528 92.11
| Pimpinan
X | Kegiatan Fasilitasi 3,487,805,167 100.00 | 3,322,914,463 | 95.27
— | Keprotokolan
2. | Fasilitasi dan Koordinas 815,010,967 100.00 | 791,690,478 97.14
~——| Pelaksanaan Acara
8. Eaasilitasi Kunjungan Tamu Kepala | 2,094,531,000 10000 | 1,976,575,536
5;——aerah dan Wakil Kepala Daerah ;
#. | Pengelolaan Hubungan 578,263,200 100.00 | 554,648,449
~—1 Keprotokolan
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Pagu dan Realisasi Anggaran Biro Humas (20:
Biro Administrasi Pimpinan Tahun 2021

y:% Sy
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k 81,31 | Bir  Humas
11.985.179.220
3.763.437.920
5.115.237.318
8.128.315.107

46.892.183.757 | 41.875.382.352
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atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

( PERTAMA herjanji akan mewujudkan target kinerja yang sek
mpiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
g telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan

paian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

p capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengan

an dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
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Jeningkatnya Kualitas Pelayanan | Indek
iministrasi Kepegawaian

| Optimalisasi Materi dan
Dokumentasi Kegiatan Pimpinan
penyelenggaraan pemerintah
daerah

Meningkatnya Tata Kelola

Organ isasi Nilai Evaluasi SAKIP

8128315, 107’ ]

Program Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah Provinsi

Jumiah 8.128.315.
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